NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR: 2219/KPA.W13-A29/HM2.1.1/XI1/2025
NOMOR: 100.3.7/983/432.306/2025

TENTANG
PENINGKATAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PAMEKASAN

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh

Lima (16-12-2025), bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

I. PENGADILAN AGAMA : berkedudukan di Jalan Raya Tlanakan

PAMEKASAN KELAS IB

Kabupaten Pamekasan 69371, dalam
hal ini diwakili secara sah oleh
MUHAMMAD NAJMI FAJRI dalam
jabatannya sebagai KETUA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
KELAS IB, untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU.

II. DINAS SOSIAL KABUPATEN : berkedudukan di Jalan Dirgahayu
PAMEHASAS Nomor 159, Kelurahan Bugih,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten

Pamekasan 69316 dalam hal ini

diwakili secara sah oleh HERMAN

HIDAYAT SANTOSO dalam

jabatannya sebagai KEPALA DINAS

SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN,

untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara
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bersama-sama disebut PARA PIHAK, bertindak dalam kedudukannya masing-

masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di
tingkat pertama bagi rakyat keadilan perkara tertentu antara orang-orang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, shadagah, dan ekonomi syariah.

2. Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

3. Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

4. Naskah Kesepakatan Bersama ini berisi prinsip-prinsip dan ketentuan yang
menjadi payung hukum pelaksanaan Kerjasama selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju membuat Naskah

Kesepakatan Bersama dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK
dalam melaksanakan kerja sama untuk peningkatan layanan bagi
penyandang disabilitas dan masyarakat tidak mampu.

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk optimalisasi tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) serta pelayanan publik yang ada pada Pengadilan Agama Pamekasan
Kelas 1B dan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan mengenai layanan bagi
penyandang disabilitas dan masyarakat tidak mampu di Kabupaten
Pamekasan.

PASAL 2
OBJEK

Obyek kerja sama ini adalah pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas
dan masyarakat tidak mampu yang masuk dalam Desil 1 - 5 di Data Tunggal
Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
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PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. PIHAK KESATU akan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas
dan masyarakat yang tidak mampu khusunya berkenaan tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) serta kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B.

2. PIHAK KEDUA memberikan data penyandang disabilitas dan masyarakat yang
tidak mampu melalui produk yang bisa dipertanggung jawabkan schingga
penyandang disabilitas dan masyarakat yang tidak mampu dapat optimal
mendapatkan layanan dari Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B, misalnya
antaranya up dating data penyandang data disabilitas dan data kemiskinan.

PASAL 4
JANGEA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun selama tidak ada
kesepakatan PARA PIHAK untuk melakukan perubahan perjanjian kerjasama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN
Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari
anggaran PARA PIHAK masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawab
PARA PTHAK.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka
akan diselesaikan dengan Musyawarah Mufakat.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Apabila salah satu pihak berkeinginan memutuskan atau mengakhin

perjanjian kerja sama ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara

3
Pihak Pertama Pinwedua




tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki;

2. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja
Sama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam
adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja
Sama ini;

3. Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar
persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP
Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua} asli bermaterai cukup dan
diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT:
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